ABSTRAK
	Salah satu alasan mengapa perlu ada alokasi dana desa adalah kebijakan alokasi dana desa sejalan dengan agenda otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan alokasi dana desa sangat relavan yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga konrtol masyarakat lebih kuat, guna meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat alokasi dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di desa agar berjalan efektif dan efisien, maka penelti tertarik untuk mengambil judul “ Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Di Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh “.Tujuan Laporan Akhir ini dibuat untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Pengelolaan,faktor yang mempengaruhi serta upaya dalam pengelolaan  alokasi dana desa.penelitian ini dilakukan karena masih banyak memiliki keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahan diantaranya kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh desa masih rendah,sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah kota Banda Aceh khususnya desa Doy kecamatan Ulee Kareng dalam upaya meningkatkan kemampuan pengelola alokasi dana desa.
	Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode eksploratif dengan pendekatan induktif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tehnik tambahan, lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian adalah kantor desa Doy kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dengan cara pengamatan langsung pada pengelolaan alokasi dana desa.
	Hasil Analisis ini menunjukan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa belum menunjukkan adanya pengelolaan yang partisipatif dan transparansi, dalam pertanggungjawaban pengelolaan aloakasi dana desa dilihat secara hasil fisik juga belum menunujukan pelaksanaan yang transparan, dari administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut,karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kompetensi sumber daya manusia. sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan secara berkelanjutan.

ABSTRACT
	One of rason why must there is fund allocation countryside is policy of found allocation countryside in line with agenda of area economy, where countryside are placed as the bases of allocation policy decentralization fund countryside very relevant that place countryside as the participation bases because countryside looks out on direct with society until society stronger to improve government. Function to the needs of society remember fund allocation countryside is very required by society to reached its prosperity and development in the countryside in order to walk. Effective and efficient then researcher interests to take title “MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION VILLAGE IN THE VILLAGE DOY DISTRICT ULEE KARENG OF BANDA ACEH CITY PROVINCE ACEH  “.This final report target is made to know and describe how implementation,factor and ifort of fund allocation execution countryside. This research is conducted because still frequently have certain limition speciality at government organization for example resources quality aparatur owned by countryside still low,until expected can be useful for government Banda Aceh regency specially countryside Doy district Ulee Kareng, in the effort improves ability of fund allocation organizer countryside.
	Method as used in data collecting is method eksploratif with inductive, approach data collecting technique that used is observation,interview,documentation and addition technique. Location that selected to execute research is countryside office Doy district Ulee Kareng Banda Aceh city, this research is conducted by interview echaustively by direct perception at execution of fund allocation countryside.
[bookmark: _GoBack]	This analysis result indicates that for planning and execution in management of fund allocation countryside has not shew existence of partisipative management and transparency where as in responbility of fund allocation management countryside is also not seen  in physical result has showed transparent execution,nevertheless from administration has been  needed existence of further more construction because have not yet fully pursuant to human resource interest until has  needed partner from local government, government officer to reformation  adjustment on an on going basis.
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